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A. Kesimpulan

Pemanfaatan dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di
Kabupaten Kaur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04
Tahun 2023 memiliki peranan penting sebagai sumber
pendapatan daerah untuk pembiayaan penyediaan dan
pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Namun, kondisi
realitas di lapangan menunjukkan ketidakefektifan
dalam pemanfaatan dana tersebut, terbukti dengan banyaknya
unit lampu jalan yang tidak  berfungsi, yaitu 324 unit ~ dari
total 440 unit. Ketidakefektifan ini  disebabkan oleh

lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi

terkait, keterbatasan anggaran, serta minimnya
transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
mengawasi penggunaan dana PP]J. Prinsip-prinsip

siyasah  tanfidziyah seperti akuntabilitas, keadilan, dan
kemaslahatan ~ masyarakat  harus  diterapkan secara
maksimal agar dana pajak ini dapat digunakan secara
optimal demi meningkatkan kualitas infrastruktur
penerangan jalan dan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Kaur secara berkelanjutan.

B. Saran
1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan

sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, PLN, dan Dinas
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Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pengelolaan
dana PPJ berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana PPJ harus
diperkuat dengan  menyampaikan laporan  yang
terbuka kepada masyarakat secara berkala, membangun
kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana.

. Pengawasan ketat dari pihak berwenang dan keterlibatan
aktif masyarakat dalam monitoring pemanfaatan dana PPJ
sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan

kebocoran dana.
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